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Abstrak 
 

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai tangung jawab 
dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai 
organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan dalam 
skripsi ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Sukaramai, 
bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai dan bagaimana 
perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian 
di Desa Sukaramai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penggunaan 
pendekatan perundang-undangan yang didukung penelitian empiris dengan pengumpulan fakta 
sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument penelitian berupa wawancara guna 
memperkuat penelitian normatif. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan, studi dokumen dan diidukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat 
Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya 
pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur 
kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme 
pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai yaitu Kepala Desa Sukaramai memberhentikan 
perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis 
yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan 
perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian 
perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa 
tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. 
Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa dan bebagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus 
mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum refresif dapat 
melalui dua cara, yaitu upaya administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemberhentian, Perangkat Desa, Kepala Desa 
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1. PENDAHULUAN 
Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur 

pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa guna menyukseskan pembangunan nasional. Desa dipandang sebagai 
organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat, dengan 
kata lain desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, 
budaya, dan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui 
keberadaan desa dan sekaligus menghormati hak adat, dimana pengakuan dan 
perlindungan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. 
Pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dengan mengatur secara khusus 
pedoman desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, terbukti dengan diterbitkan 
UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang 
desa dan bentuk desa. Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Desa, berbagai 
regulasi juga telah ditetapkan dalam rangka pengaturan desa, dan ternyata berbagai 
regulasi tersebut belum menjawab kebutuhan desa. Akhirnya perjuangan masyarakat desa 
dalam rangka mendorong adanya kebijakan tentang tata kelola desa yang lebih baik telah 
tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya 
hadir untuk menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. 
Undang-undang desa memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola sumber 
daya dan mengatur tata kelola pemerintahan desa guna menjadikan desa yang mandiri dan 
sejahtera. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan 
sekelompok manusia dengan lingkungannya. Secara eksplisit dapat kita lihat dalam 
Undang-Undang mengenai pengertian desa, yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa : “Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yg berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat 
yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa dibentuk atas prakarsa 
masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. 
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan bagian dari perangkat daerah 
kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Desa memiliki pemerintahan 
sendiri, untuk menjalankan pemerintahan suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa. 
Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai 
tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu 
perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu 
kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk 
menjadi perangkat desa, tidak dapat dilakukan secara begitu saja, tentu ada persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa 
dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa. 

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan kepala desa 
namun terdapat keterlibatan camat. Dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat 
desa, kepala desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat, nantinya camat 
mengeluarkan dua rekomendasi yaitu persetujuan dan penolakan. Yang menjadi perhatian 
lebih adalah mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasanya rekomendasi tertulis 
dari camat harus dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan 
perangkat desa. Jadi kepala desa tidak dapat begitu saja memberhentikan perangkat desa, 
perangkat desa dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh 
peraturan perundang-undangan.Apabila tidak ditemukan pasal yang menyebabkan 
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perangkat desa dapat diberhentikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, maka 
perangkat desa tersebut tidak dapat diberhentikan. Namun faktanya yang terjadi di Desa 
Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kepala desa dalam memberhentikan 
perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian. Kepala Desa 
Sukaramai tidak berkonsultasi dan juga tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat 
sebagai landasan hukum dalam memberhentikan perangkat desa, hal ini tentu melanggar 
ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa. Untuk itu dipandang perlu adanya perlindungan hukum bagi perangkat 
desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung penelitian hukum 
empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument 
penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Penelitian hukum 
normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan 
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum 
normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu 
ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif disebut juga 
penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan 
perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau 
peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku 
secara umum. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan pristiwa dan 
kejadian yang diperoleh secara jelas dan rinci untuk kemudian dianalisis guna menjawab 
permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. 
Data sekunder diatas juga dibantu dengan data primer yang langsung diperoleh dari lokasi 
penelitian guna mendukung data sekunder.  
1. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, terdiri dari :  
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer 

yang dipakai dalam penelitan ini meliputi :  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang 
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

4. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa.  

5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.  

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitan ini meliputi :  
1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini.  
2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.  
3. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.  
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti menggunakan 
Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Website, Ensiklopedia terkait dan 
sebagainya.  

2 Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian 
dan pengumpulan data di Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu 
Bara. 
Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :  

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 
Perpustakaan Perguruan Tingi yaitu perpustakaan yang ada dalam lingkungan 
uviversitas, institut, fakultas, akademi ataupun sekolah tinggi, dalam hal ini 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan Jl. Kapten 
Muhktar Basri No. 3, dengan cara meneliti data dan mengkaji bahan-bahan pustaka 
serta peraturan perundangundangan terkait dengan masalah yang diteliti.  

2. Studi dokumen (document study), yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui 
dokumendokumen yang didapatkan dari Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai 
Kabupaten Batu Bara.  

3. Didukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian. Wawancara ini 
dilakukan dengan Bapak Suwardi (Sekretaris Desa Sukaramai), Bapak Khairuddin S.E 
(Kaur Keuangan Desa Sukaramai), Ibu Wulandary Suwito (Eks Kaur Keuangan Desa 
Sukaramai) dan Bapak Sutrisno (Warga Desa Sukaramai). 
Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan 

kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, 
yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-
gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan 
kualitas dari data dan bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data dilakukan baik studi 
kepustakaan maupun studi lapangan, selanjutnya data tersebut dianalisis dan dihubungkan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan sehingga 
diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Faktor yang Mempengaruhi Pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai 
Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara 

Desa adalah wilayah yang terdiri atas satu atau lebih yang digabungkan menjadi daerah 
yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yang dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah otonomi. Dalam pemerintahan desa, 
desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat 
pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan 
atau pemerintah daerah. Untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan 
kepada masyarakat serta melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang 
perangkat desa. Posisi kepala desa sendiri bukan sebagai raja di wilayah tersebut yang 
dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam pemberhentian 
perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa harus tunduk pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, adapun ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 4. 
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, wewenang untuk mengangkat 

ataupun memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, dan dalam 
pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah 
diatur. Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai, 
Kepala Desa Sukaramai memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan 
mekanisme pemberhentian yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Kepala Desa Sukaramai tidak berkonsultasi lebih dulu dan juga tidak menerima 
rekomendasi tertulis dari camat sebagai landasan hukum dalam memberhentikan perangkat 
desa. Kepala Desa Sukaramai hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa 
alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian kepada perangkat desa, hal 
ini tentu melanggar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Menurut analisa penulis setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang, bahwa 
faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan 
Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait 
regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi 
ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Pemberhentian perangkat desa 
seharusnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan terlebih dahulu melakukan 
konsultasi kepada camat dan memperoleh rekomendasi camat secara tertulis dengan 
berdasar pada alasan pemberhentian. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara 
taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan. Namun 
yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai dalam memberhentikan perangkat desanya sangat 
bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi dikarenakan masih 
kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa, apalagi 
Kepala Desa Sukaramai termasuk kepala desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik 
pada akhir desember tahun 2019. Hal seperti ini pun sering terjadi pada saat pergantian 
kepala desa yaitu mengubah formasi perangkat desa tanpa merujuk pada aturan yang 
berlaku.  

Selain masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian 
perangkat desa, penulis juga menemukan dalam pemberhentian perangkat desa masih 
didasari unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa sendiri. 
Adanya unsur kepentingan pribadi ini, kepala desa memberhentikan perangkat desa yang 
lama agar mengangkat kerabatnya menjadi perangkat desa yang baru. Sedangkan unsur 
kepentingan politik dapat juga dikatakan sebagai unsur balas budi, kepala desa mengangkat 
tim pemenangannya pada saat mencalonkan kepala desa menjadi perangkat desa sebagai 
imbalan karena telah memberikan dukungan kepadanya. Hal ini sering terjadi apalagi pada 
kepala desa yang baru terpilih, pada saat pergantian kepala desa mereka akan mengubah 
formasi perangkat desa tanpa merujuk pada aturan yang berlaku.  

Secara aturan memang kepala desa tidak diatur dalam Undang-undang dalam rangka 
mengangkat siapapun menjadi perangkat desa, namun jika itu terjadi dikhawatirkan akan 
timbul perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Apalagi, secara tersirat UU Desa juga 
melarang kepala desa membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Jika pemberhentian perangkat desa itu 
dilandasi alasan kepentingan, maka akan menjadi penghalang apabila perangkat desa baru 
yang nantinya diangkat tidak memenuhi syarat ataupun tidak bisa menguasai tugas-tugas 
yang diberikan kepadanya. 
Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa di Desa Sukaramai Kecamatan 
Sei Balai Kabupaten Batu Bara  

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dapat diberhentikan 
oleh kepala desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa. Dalam proses 
pemberhetian itu kepala desa harus mempertimbangkan syaratsyarat yang sudah 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa juga harus berkonsultasi 
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dengan camat sebelum membuat keputusan pemberhentian perangkat desa. Disebutkan 
dalam Pasal 53 Undangundang Nomor 6 tahun 2014, perangkat desa berhenti disebabkan 
karena :  
1. Meninggal dunia;  
2. Permintaan sendiri; atau  
3. Diberhentikan.  

Terhadap sebab pemberhentian perangkat desa tersebut diatas yang lebih lanjut perlu 
dibahas adalah perangkat desa yang diberhentikan, dalam hal ini perangkat desa dapat 
diberhentikan oleh kepala desa berdasarkan kewenangannya karena alasan :  
1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;  
2. Berhalangan tetap;  
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau  
4. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 

Kepala desa tidak dapat begitu saja memberhentikan perangkat desa dengan tanpa 
alasan yang jelas, perangkat desa hanya dapat diberhentikan dengan alasan yang tersebut 
diatas. Salah satu alasan yang disebutkan sebagai dasar pemberhentian perangkat desa 
adalah perangkat desa melanggar larangan sebagai perangkat desa, adapun larangan 
sebagai perangkat desa diatur dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 25 Perda 
Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021. Dalam pemberhentian perangkat desa kepala 
desa harus melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu dengan camat mengenai 
pemberhentian perangkat desa, nantinya camat akan memberikan rekomendasi tertulis 
yang memuat pemberhentian perangkat desa. Ketentuan mengenai pemberhentian 
perangkat desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 
Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :  
1. Dalam hal pemberhentian perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu melakukan 

konsultasi secara tertulis kepada camat.  
2. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika 

usul pemberhentian perangkat desa sudah sesuai dengan persyaratan pemberhentian 
perangkat desa.  

3. Berdasarkan identifikasi camat, apabila dalam usulan proses pemberhentian perangkat 
desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat memberikan 
rekomendasi yang berisi penolakan pemberhentian perangkat desa.  

4. Dalam hal camat menyetujui usul pemberhentian perangkat desa sebagaimana 
dimaksud, rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian 
perangkat desa.  

5. Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.  
6. Keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 hari 

sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.  
7. Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada 

camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. 
Pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam 

peraturan perundang-undangan terkait. Apabila tidak ditemukan pasal yang menyebabkan 
perangkat desa dapat diberhentikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, maka 
perangkat desa tersebut tidak dapat diberhentikan. Kegiatan pemberhentian perangkat desa 
memang menjadi kewenangan kepala desa namun kewenangan tersebut bukan 
kewenangan mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan 
pemberhentian perangkat desa, nantinya camat akan mempertimbangkan alasan 
pemberhentian yang diajukan oleh kepala desa dengan melihat ketentuan syarat-syarat 
pemberhentian. Namun yang terjadi di Desa Sukaramai, Kepala Desa Sukaramai dalam 
memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian 
perangkat desa seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah 
melakukan wawancara dengan beberapa Perangkat Desa Sukaramai dan Eks Kaur 
Keuangan Desa Sukaramai, ternyata dalam pemberhentian ini Kepala Desa Sukaramai 
tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang 
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dijadikan dasar dalam memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya 
asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa 
adanya surat pemberhentian perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya beralasan 
bahwa kaur keuangan sudah tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai perangkat 
desa. Sehingga menurut Eks Kaur Keuangan Desa Sukamai pemberhentian terhadapnya 
tidak berdasar dan tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa. 

Sebagai kepala desa, seharusnya dalam melaksanakan pemberhentian perangkat desa 
hendaknya tetap pada prosedur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan juga dalam pelaksaannya tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu serta harus mempertimbangkan dengan 
sebaikbaiknya perihal pemberhentian perangkat desa. Alasan pemberhentian juga harus 
sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak didasari dengan adanya 
kepentingan politik kepala desa dan penilaian pribadi, dengan demikian akan dapat 
menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat 
kesatuan dan persaudaraan. 
Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa yang Dipecat Oleh Kepala Desa 
Tanpa Mekanisme Pemberhentian  

Dalam pemerintahan desa posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, 
yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam hal 
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, jika melibatkan intuisi berupa like and 
dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. 
Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan 
yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Perangkat desa adalah unsur 
staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. Kegiatan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa memang 
menjadi kewenangan seorang kepala desa namun terdapat keterlibatan camat, seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya dalam memberhentikan perangkat desa, kepala desa terlebih 
dahulu harus berkonsultasi secara tertulis dengan camat.  

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Sukaramai merupakan salah satu 
contoh pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme dalam peraturan 
perundangundangan, dimana dalam persitiwa pemberhentian tersebut Kepala Desa 
Sukaramai tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat untuk memperoleh 
rekomendasi tertulis sebagai dasar pemberhentian, sehingga Kepala Desa Sukaramai 
hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa 
adanya surat pemberhentian perangkat desa. Tindakan pemberhentian yang seperti ini 
merupakan tindakan hukum sepihak dan dapat merugikan hak dari perangkat desa, karena 
mereka tidak dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.  

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan 
akibat hukum. Keputusan sebagai intrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan 
hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga 
negara. Begitu juga tindakan pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai, ini 
dapat disebut tindakan hukum sepihak dan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran 
hukum terhadap perangkat desa. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi 
perangkat desa terhadap tindakan yang dilakukan kepala desa dalam memberhentikan 
perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa. 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan 
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan 
terhadap perangkat desa dimaksudkan untuk menjamin hak dasar perangkat desa dan 
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa.  
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Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah 
ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Pada perlindungan 
hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 
(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 
defenitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum refresif bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi 
tindak pemerintahan, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif mengarahkan 
pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan 
hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya 
suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. 
Jadi bentuk perlindungan hukum preventif terhadap perangkat desa yang diberhentikan 
dengan tidak sesuai dengan mekanisme adalah peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang pemerintah desa khususnya mengenai pemberhentian perangkat desa, 
dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai 
regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat 
desa.  

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara jelas mengatur tentang perangkat 
desa dan ditegaskan pula mengenai tata cara dan mekanisme pemberhentian perangkat 
desa, mulai dari Pasal 48 hinggal Pasal 53. Selain UU Desa, peraturan perundang-
undangan yang juga mengatur secara khusus tentang mekanisme pemberhentian perangkat 
desa, yaitu :  
1. Pasal 61-Pasal 70 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

2. Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 atas 
Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa.  

3. Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.  
UU No. 6 Tahun 2014 dan berbagai regulasi turunannya dapat menjadi perlindungan 

hukum bagi seluruh perangkat desa guna menjamin kepastian hukum dari kesewenangan 
kepala desa yang ingin memberhentikan perangkat desanya. Adanya peraturan 
pernundang-undangan ini juga dapat membatasi kewenangan yang seharusnya dimiliki 
kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi disebuah desa untuk melakukan 
pemberhentian perangkat desa. Pembatasan yang dimaksud adalah terdapatnya 
keterlibatan camat dalam pemberhentian kepala desa. Selain perlindungan hukum preventif 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa 
khususnya pemberhentian perangkat desa, perangkat desa juga dapat memperoleh 
perlindungan dengan cara melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau 
membuat pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia. 
1. Melapor Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati/Walikota mempunyai fungsi:  
a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;  
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  
c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa salah satu alasan 
terpenting mengapa BPD dibentuk, merupakan karena fungsi BPD adalah menampung dan 
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menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala 
desa. Pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa dan tidak sesuai 
dengan mekanisme peraturan perundangundangan juga menjadi tanggung jawab BPD. 
Berdasarkan Pasal 51 huruf a Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD berhak 
mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
pemerintah desa. Jadi perangkat desa yang diberhentikan dapat melapor kepada BPD, 
nantinya seletah menerima laporan BPD akan meminta keterangan dari kepala desa terkait 
pemberhentian perangkat desa dan kemudian menindaklanjutinya.  
2. Membuat Pengaduan Ke Ombudsman  

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelenggraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara 
dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan, 
yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan diberi tugas untuk menangani public 
complaints setidaknya telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia. Pengaturannya dalam undang-undang tersebut telah memberikan 
kewenangan yang cukup strategis dalam melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik.  

Pemberhentian perangkat desa secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan juga merupakan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa, 
kasus ini bepotensi sebagai maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Jadi perangkat desa yang merasa dirugikan karena diberhentikan dapat membuat 
pengaduan kepada Ombudsman. Pengaduan kepada Ombudsman dapat dilakukan dengan 
datang ke kantor Ombdusman RI atau perwakilan Ombudsman RI, selain itu dapat melalui 
surat, telepon, email serta pengaduan daring (online) menggunakan formulir pengaduan 
online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Selelah Ombudsman menerima 
pengaduan perangkat desa terkait maladministrasi pemberhentian perangkat desa yang 
dilakukan oleh kepala desa, Ombudsman akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian 
Ombudsman akan memeriksa apakah benar adanya laporan itu, jika memang benar 
ditemukan adanya maladministrasi,. Ombudsman akan menyerahkan Laporan Akhir Hasil 
Pemeriksaan (LAHP) kepada kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah korektif guna 
perbaikan kedepannya. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum refresif bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan 
hukum refresif merupakan perlindungan akhir bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh 
kepala desa, apabila kepala desa telah menerbitkan keputusan kepala desa tentang 
pemberhentian perangkat desa. Keputusan (beschikking) adalah suatu penetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini 
kepala desa merupakan pejabat tata usaha negara maka keputusannya juga disebut 
keputusan tata usaha negara. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan 
(beschikking) dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi 
(administratieve rechtpraak) dan upaya administrasif (administratief beroep). Hal ini juga 
sesuai dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat 
diterbitkannya suatu keputusan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu upaya 
administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan mengenai upaya 
administrasif dan PTUN ini terdapat dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu sebagai 
berikut :  
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1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif 
sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya 
administratif yang tersedia;  

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata 
usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang 
bersangkutan telah digunakan.  
Dengan demikian upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu 

peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara 
yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang 
bebas).48 Upaya administratif terdiri atas dua macam prosedur, yaitu : 
1. Prosedur Keberatan, yaitu penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara harus 

dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan 
keputusan tersebut.49  

2. Prosedur Banding Administratif, yaitu penyelesaian sengketa keputusan tata usaha 
negara harus dilakukan oleh instasi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan 
keptusan yang bersangkutan. 
Berdasarkan rumusan penjelasan tersebut diatas, maka upaya administratif dapat 

menjadi sarana perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala 
desa dengan keputusan yang merugikannya sebelum diajukan ke badan peradilan. 
Prosedur awal yang ditempuh adalah prosedur keberatan, dimana perangkat desa 
mengajukan keberatan kepada kepala desa atas keputusan kepala desa tentang 
pemberhentiannya, apabila keberatan ditolak, perangkat desa dapat mengajukan banding 
administratif kepada bupati terhadap keputusan kepala desa yang memberhentikannya 
sebagai perangkat desa. Dalam hal masih tidak puas terhadap penyelesaian melalui upaya 
administratif, maka dapat ditempuh upaya melalui Peradilan. Berdasarkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam 
UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan 
bahwa:  
1. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa 

peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang 
bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);  

2. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya adiministratif berupa surat 
keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif, maka gugatan terhadap 
keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif 
diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam 
tingkat pertama yang berwenang. 
Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Peradilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 
yang berbunyi “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis 
kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara 
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan 
gati rugi dan/atau rehabilitasi”. Didalam UndangUndang No. 5 Tahun 1986, disebutkan 
mengenai tolak ukur untuk menilai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat ke 
PTUN, yaitu sebagai berikut :  
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan 
lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; 

3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak 
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 
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mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu 
seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. 
Berdasarkan penjelasanpenjelasan mengenai perlindungan hukum diatas agar dapat 

kiranya menjadi pedoman perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh 
kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian baik itu perlindungan hukum yang bersifat 
preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Oleh karena perbuatan hukum 
pemerintah dalam hal ini kepala desa terkadang dapat merugikan, maka diperlukan juga 
suatu pengawasan yang berfungsi untuk menjaga agar kepala desa tidak keluar dari 
tindakan hukum yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
4. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, 
yaitu :  
1. Faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai 

Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala 
desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur 
kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. 
Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai sangat bertolak 
belakang dengan peraturan yang berlaku, karena tidak ada konsultasi dari Kepala Desa 
Sukaramai kepada Camat Sei Balai, hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya 
pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa, apalagi Kepala 
Desa Sukaramai termasuk kepala desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik pada 
akhir Desember tahun 2019.  

2. Mekanisme pemberhentian perangkat desa harus berbedoman pada peraturan 
perundanagundangan yang berlaku, salah satunya Permendagri No. 67 Tahun 2017, 
dalam hal memberhentikan perangkat desa kepala desa wajib terlebih dahulu 
melakukan konsultasi secara tertulis dengan camat dengan tujuan mendapat 
rekomendasi tertulis untuk dijadikan sebagai dasar kepala desa dalam pemberhentian 
perangkat desa. Namun, Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai dalam 
memberhentikan perangkat desanya tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat 
untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar dalam memberhentikan 
perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya asal memberhentikan perangkat desa 
dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian perangkat 
desa.  

3. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan oleh 
kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan 
hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan 
adanya peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintah desa 
khususnya mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa, selain itu perangkat 
desa juga dapat melapor kepada BPD ataupun membuat pengaduan ke Ombudsman. 
Sedangkan bentuk perlindungan hukum refresif, dapat dilakukan apabila kepala desa 
telah menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa, 
dengan melalui dua cara, yaitu upaya administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha 
Negara (PTUN). 
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